
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

PENARIKAN KEMBALI HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM 

EKONOMI SYARI’AH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG  

HUKUM PERDATA (KUHPerdata)  

Oleh  

NURGANTA  

 

Hibah di dalam  KUHPerdata lebih menekankan pada pembahasan hibah 

secara umum-umum saja, KUHPerdata ini merupakan peraturan atau undang-

undang peninggalan Belanda dahulu, dan tidak memandang rasa tau agama dalam 

pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah yang namanya 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan sebutan KHES, di 

dalam KHES tersebut mengatur pasal-pasal mengenai hibah, hibah didalam 

KHES banyak mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dalam pengaturan 

hibah dengan yang ada di dalam KUHPerdata. 

 Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah dapat 

dimunculkan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana hukum penarikan kembali 

hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata?. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis pustaka yang 

bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dokumentasi, dan dianalisis secara 

deduktif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penarikan kembali harta yang sudah 

dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada pengecualian yaitu : 

apabila wahib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari 

mauhublah atau keputusan pengadilan, dan apabila seseorang memberi hibah 

kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau 

kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak 

menarik kembali hibahnya, serta apabila orang yang menerima hibah 

memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat 

hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, dalam hal 

penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat 

ditarik kembali. Menurut KUHPerdata penarikan kembali hibah tidak 

diperbolehkan, kecuali telah memenuhi tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik 

kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-

syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi 

hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan 

atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah 

menolak untuk memberi nafkah kepadanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya manusia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan 

yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam 

sekitarnya. Karena jika ditinjau lebih dalam dan teliti rahasia dan hikmah dari 

ibadah kepada-Nya tersebut bukan berarti tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan manusia sebagai pengabdi sesamanya dalam arti lain. 

Dari pemahaman tersebut maka dibutuhkan ilmu yang berhubungan 

dengan sesama manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan 

jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama dan 

tuntunan agama. Termasuk dalam masalah ini antara lain adalah hibah. 

Maka dalam Skripsi ini penulis akan menjabarkan tentang hibah yang 

bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bersyarikat. Jadi, 

jelaslah bahwa agama Islam  itu bukan saja mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia 

dengan manusia. 

Salah satu anjuran agama Islam adalah tolong menolong antara sesama 

muslim ataupun nonmuslim. Bentuk tolong menolong itu bermacam-macam, 

bisa berupa benda, jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya 

adalah hibah.  



 
 

Hibah ini memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik 

yang diberikan perseorangan maupun lembaga, cukup banyak riwayat yang 

masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW. Beserta para sahabatnya memberi 

atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah. 

Hibah hampir sama dengan hadiah dan sedekah, perbedaannya hanya 

terletak pada niat dan tujuan pemberi, yaitu:  

1) Hibah: Memindahkan kepemilikan suatu benda secara tabarro'( secara 

cuma-cuma tanpa timbal balik) ketika masih hidup,  

2) Hadiah: Bila  pemberian  itu  dimaksudkan  untuk  menghormati, 

memuliakan kepada yang diberi, atau karena telah mencapai sesuatu,  

3) Sedekah: Pemberian yang di tujukan kepada orang yang berhajat 

(membutuhkan)1. 

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah 

dikatakan sebagai berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si 

penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat 

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah 

yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda 

yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di 

kemudian hari maka sekedarmengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 

KUHPerdata)2. 

                                                             
1 Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.116 
2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 2008), h. 436 



 
 

Selain  diatur dalam  KUHPerdata, hibah juga diatur  dan  dijelaskan  

secara cukup jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di 

dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan 

dengan hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam 

pengaturannya, namun secara  umum  banyak  juga  kesamaan-kesamaan  

mengenai  aturan  hibah  di  dalam kedua bahan hukum tersebut. Yang pada 

intinya hibah juga berfungsi sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah 

satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia. 

Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya 

ialah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah 

sesuatu itu dari milik  wâhib  (yang  menghibahkan)  dan  berpindah  kepada  

mauhub  lah  (yang menerima  hibah).   Pada  umumnya  suatu  perbuatan  

hibah  itu  subjek  hukumnya tertentu dan barang-barangnya tertentu. 

Pemberian hibah selain orangnya tertentumaka perbuatan penyerahannya 

harus jelas. Tidak dibenarkan perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang 

belum diketahui atau barangnya belum ada dan/atau pelaksanaannya 

ditangguhkan, digantungkan pada waktu yang belum tentu. Suatu pemberian 

hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena 

suatu balas jasa tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu pada suatu 

masyarakat tertentu jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah 

dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di 

kemudian hari. 



 
 

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu 

mulai pasal 685 sampai pasal 7273. Sedangkan hibah di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam 28 pasal yaitu pada bab 

ke sepuluh dari mulai pasal1666 hingga pasal 1693 4 .  Akan tetapi pada 

KUHPerdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia, jadi sedikit agak sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Karena memang KUHPerdata tersebut merupakan hukum 

warisan Belanda. 

Hibah  di  dalam  KUHPerdata  lebih  menekankan  pada  pembahasan  

hibah secara umum-umum saja, artinya KUHPerdata ini merupakan peraturan 

atau undang- undang peninggalan Belanda dahulu, dan tidak memandang ras 

atau agama dalam pembahasannya.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman, 

muncullah  yang namanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa 

dikenal dengan sebutan KHES. Didalam KHES tersebut juga mengatur pasal-

pasal mengenai hibah. Hibah di dalam KHES   tersebut   sudah   mengalami   

perkembangan atau terdapat aturan-aturan tambahan yang di dalam 

KUHPerdata belum dibahasnya. Hibah di dalam KHES ini juga sedikit banyak 

mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hibah 

dengan yang ada di dalam KUHPerdata. 

                                                             
3
PPHIMM.KompilasiHukumEkonomiSyariah,(Jakarta:Kencana,2009),h. 213 

4R.Subekti.KitabUndang -

UndangHukumPerdata,(Jakarta:PTPradnyaParamita,2008),h.436 



 
 

Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  bukan  termasuk  

undang-undang, akan tetapi merupakan sebuah hukum terapan materil yang 

dikeluarkan oleh MA. KUHPerdata dan KHES secara undang-undang 

memang tidak setara, akan tetapi mempunyai kedudukan dan fungsi yang 

sama dihadapan hukum. Peraturan MA (PERMA) itu juga sudal dilegalkan 

oleh undang-undang. Peraturan-peraturan hibah di dalam KUHPerdata dan 

KHES juga berbeda. Maka hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. 

Bagaimana peneliti bisa mengetahui dan mengakaji peraturan-peraturan 

tentang hibah yang ada di dalam KUHPerdata dan KHES? Yaitu dengan cara 

membaca, menelaah, serta membandingkan beberapa pasal-pasal yang penulis 

gunakan untuk sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Setelah itu nanti 

dapat diketahui bagaimana perbandingan-perbandingannya, dan tentunya 

perbedaan serta persamaan hibah di dalam KHES dan KUHPerdata. 

Dari permasalahan di atas penulis akan melakukan studi perbandingan 

tentang: “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah dapat 

dimunculkan pertanyaan penelitian yaitu: 

Bagaimana hukum penarikan  kembali  hibah menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

 

 



 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui  hukum  penarikan kembali  hibah yang ada di dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

b. Mengetahui perbedaan dan kesamaan hukum penarikan kembali  hibah 

yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang penulis kaji ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan pembagian ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya hukum tentang hibah, baik dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

khususnya mengenai hukum penarikan hibah. Mengingat transaksi 

hibah saat ini sudah semakin banyak dilakukan di sekitar kita. 

b. Manfaat Praktis  

Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama di bangku kuliah serta sebagai bahan informasi bagai 

mahasiswa dan masyarakat serta pihak terkait tentang perbandingan 

penarikan hibah menurut hukum kompilasi ekonomi syariah dan kitab 

undang-undang perdata. 



 
 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian 

terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat 

beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam pembahasan dan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini 

peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan 

peneliti. 

Berdasarkan penelusuran peneliti yang sejenis dengan penjualan organ 

tubuh bukan termasuk permasalahan yang baru. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan, yakni: 

1. Pembatalan  Hibah  dan  Akibat  Hukumnya  (Studi  Kasus  Perkara  

Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt) Oleh Tyas Pangesti tahun 2009 Universitas 

Diponegoro.  

Permasalahan  yang diuraikan dalam penelitian  yang ditulis oleh 

Tyas Pangesti ini adalah apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan 

negeri Pati dengan  nomor  perkara  tersebut  telah  sesuai  dengan  

ketentuan  hukum  yang berlaku serta bagaimana akibat hukum terhadap 

harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut. Metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum  normatif dengan  

spesifikasi  penelitian  deskriptif analistis. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang  digunakan  yaitu  

melalui  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka  dan  studilapangan atau 

wawancara.Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Kesimpulan 



 
 

dari skripsi ini adalah pertama, pembatalan hibah dengan nomor perkara 

20/Pdt.G/1996/PN.Ptdasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan  

hibah  karena  penerima  hibah  tidak  memenuhi  syarat  sebagai penerima  

hibah.  Kedua,  akibat  hukum  atas  putusan  pembatalan  hibah  yaitu 

berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak-haknya5. 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di 

atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang hibah. Sedangkan 

perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis 

ini hibah dalam pandangan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  

Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  serta  merupakanm  penelitian  

kepustakaan.  Sedangkan  padapenelitian di atas adalah penelitian 

lapangan dan pembahasan mengenai hibahnya lebih mengerucut yaitu 

tentang pembatalan hibah saja. 

2. Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum 

Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lmapung Tengah) Oleh Nurul Septiani Tahun 2015 STAIN 

Jurai Siwo Metro. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan 

penarikan kembali hibah orang tua kepada anak serta faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya penarikan kembali hibah orang tua kepada anak 

di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

Meurut Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini menggunakan teknik 

                                                             
5Tyas pangesti, Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara 

Nomor 20/Pdt.G/1996/ Pn.Pt, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 103 



 
 

pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi yang 

diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan penarikan kembali hibah 

dan struktur pejabat desa di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah. 6 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di 

atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang Penarikan Kembali 

Hibah. Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang 

dilakukan penulis ini Hibah dalam pandangan  Kompilasi  Hukum  

Ekonomi  Syariah  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  serta  

merupakanm  penelitian  kepustakaan.  Sedangkan  pada penelitian di atas 

adalah penelitian lapangan dan pembahasan mengenai Penarikan Kembali 

HIbah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah 

(Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lmapung 

Tengah). 

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Hibah Oleh 

Orang Tua Dikampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Lampung Tengah 

Oleh Dedy Aryadi Tahun 2014 STAIN Jurai Siwo Metro  

Penelitian ini pertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam 

terhadap penarikan kembali harta hibah oleh orang tua kepada anak 

Dikampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan 

                                                             
6 Nurul Septiani, Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari 

Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah), sekripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015) 



 
 

(field research). Pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data 

kualitatif berdasarkan pendapat Miles dan Hubberman, yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan verivikasi.7 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di 

atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang Penarikan Kembali Hibah. 

Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan 

penulis ini Hibah dalam pandangan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  

dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  serta  merupakanm  penelitian  

kepustakaan.  Sedangkan  pada penelitian di atas adalah penelitian lapangan 

dan pembahasan mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan 

Kembali Harta Hibah Oleh Orang Tua Di Kampung Sidorahayu Kecamatan 

Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan yaitu suatu penelitian yang mendasarkan analisis pada 

sumber-sumber yang berbentuk buku-buku literatur, makalah, jurnal dan 

bahan pustaka lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 8 

Permasalahan yang diangkat yaitu tentang perbandingan hibah menurut 

                                                             
7 Dedy Aryadi, Pandangan Hukum Islam TErhadap Penarikan Kembali Harta Hibah 

Oleh Orang Tua Dikampung Sidorahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, 

Skripsi, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014) 
8 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Alumni, 1990), h. 28 



 
 

hukum kompilasi ekonomi syariah dan kitab undang-undang perdata,  

yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan hukum 

atau sumber data primer. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian bersifat penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bukan 

sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau 

fenomena tertentu. Akan tetapi penelitian ini adalah mengkaji bahan 

hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada di dalam KUHPerdata 

dan KHES. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif komparatif. Peneltiian yang bersifat 

deskriptif ini bertujuan mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala. kadang-kadang berawal dari hipotesis, tapi juga 

tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau 

memperkuat teori yang sudah ada.9 

Berdasarkan jenis penelitian dan sifat peneltiian tersebut maka 

peneltiian ini adalah penelitian jenis studi deskriptif atau komparatif. 

Peneltiian jenis studi atau komparatif adalah penelitian deskriptif yang 

ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu 

fenomena tertentu. 10 Penelitian ini berupaya menganalisis perbandingan 

                                                             
9 Bohar Soeharto, Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi-Format 

Bimbingan dan Cara Penulisan karya Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1993), h. 79 
10 Ibid 



 
 

hibah menurut hukum kompilasi ekonomi syariah dan kitab undang-

undang perdata. 

 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh11. Sumber 

Data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa 

dokumentasi dalam bentuk buku-buku atau kitab yang meliputi Bahan 

Hukum yang digunakan dalam penelitian, Bahan hukum tersebut antara 

lain: 

a. Sumber Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi 

bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis menggunakan bahan hukum primer Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa, buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah misalnya seperti buku Al-Faqih Abul 

Walid Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqih Para Mujtahid, 

diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dari judul asli Bidayatul 
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Rineka Cipta, 2010), h 129 



 
 

Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, dan Abdul Aziz Muhammad 

Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Serta 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara 

pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan 

dengan pendekatan  penelitian, karena masing-masing pendekatan 

memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan 

hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan 

penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan 

pengkajian bahan hukum. Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, 

dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian 

penulis dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan 

hukum diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah12. 

Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis 

komparatif, dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, 
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uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya 

untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, 

sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu 

gambaran yang sudah ada dan sebaliknya serta dianalisis dengan cara 

membandingkan keduanya13. 

Teknik pengolahan data berupa bahan hukum merupakan 

bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan 

untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang 

sebaik-baiknya.Dari bahan hukum tersebut dan sesuai yang dipergunakan, 

pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahap yaitu: pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, 

menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder 

secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk 

saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan. 

Setalah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis 

menggunakan tehnik analisis komparatif, maka langkah selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola 

berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan 

hasilnya dapat memecahkan masalah khusus14.  

 

 

                                                             
13 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), h, 106 
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi 

Gajah Mada University, 2000), h. 5 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hibah 

1. Pengertian Hibah 

Kata hibah berasal dari kata ”hubuuburriih” yang berarti “muuruhaa” 

‘perjalanan angin’. Kemudian kata hibah denngan maksud ialah memberikan 

sesuatu kepada orang lain, baik harta ataupun selainya. 

Secara pengertian syara’, hibah berarti akad pemberian harta hak milik 

seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. 

Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk 

dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut i’aarah 

‘pinjaman’. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu yang harta, seperti 

khamar atau bangkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan 

bukanlah sebuah hadiah jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat 

pemberinya masih hidup, tetapi diberikansetelah dia meninggal, maka hal 

tersebut dinamakan wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan, maka 

hal tersebut sebagai penjualan dan diberlakukan hukum jual beli. Hibah 

dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak 

dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi 

hibah. Dalam hibah berlaku juga khiyar,syuf’ah, dan di syaratkan agar imbalan 

itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal. Hibah mutlak tidak 

menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, 



 
 

ataupunyang lebih tinggi nilainya. 15  Dalam hadis Rasulullah SAW 

dinyatakan : 

صلى الل عليه رَسهوْ ه اّللِ  كَانَ  عَهْاها ااََ    وَعَنْ عَائشَِة رَضِيَ اّلله 

 يقَْبلَه الْادَِيَّةَ وَيهشِبه عَليَْااَ. )رواه البخاري( وسلم

Artinya:  “Dari  Aisyah  r.a.  ia  berkata: “Pernah Nabi SAW menerima 

hadiah dan dibalasnya hadiah itu.16” (H.R. Bukhori) 

 

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab kabul, 

yaitu “Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab kabul itu tidak 

disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman 

saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian 

pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir 

gandum dan sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak  

berharga.  Hadiah  tidak  boleh  ditolak.  Rasulullah  SAW  belum  pernah  

menolak pemberian orang. Dalam sebuah hadis disebutkan : 

 لوَْدهعِيْته الِىَ زِرَاعٍ اوَْكهرَاعٍ لََجََبْته وَلوَْاههْدِيَ زِرَا عٌ اوَْكهرَا عٌ لقَبَلِتْه  

 ه بخلر(ارو)

 

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., ari Nabi SAW beliau bersabda “Kalau aku 

diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang maka akan 

kupenuhi undangan, dan kalau aku dikasih hadiah kaki kambing maka aku 

menerimanya.”(H.R Bukhori)17 

 

                                                             
15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435  
16 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2007), h. 159 
17 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i, h. 160 



 
 

Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebab dapat 

mempererat hubungan persaudaraan, seagama, dan menimbulkan rasa tolong-

menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh 

sebab itu, pemberian tidak boleh dicela, walaupun sedikit, sebab pemberian itu 

menurut kesukaan pemberinya. 

Hibah menurut terminologi syarak adalah : 

عًا  عَقْدٌ يهقيِْده التَّمْليِكَْ بلِاَ عَوْضٍ حَاَ  اكَْياَةِ تطََوُّ

Artinya:  "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika  

masih hidup dan dilakukan secara sukarela."18 

 

Menurut ulama Hanabillah ialah: 

فِ مَ  وْدًا تمَْليِْكه جَائزٍِ التَّصَرُّ الًَ مَحْلهوْمًا اوَْ مَجْاهوْلًَ تعََدَّرَ عِلْمِهِ مَوْجه

وْرًا عَلىَ تسَْليِْمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فىِ الْحَياَةِ بلِاَ عَوْضٍ بمَِا يهعَدَّ هِبَّةٌ  مَقْده

رْفاً مِنْ لفَْظِ هِبَّةٍ وَتمَْليِكٍْ وَ نحَْوِهاَ  .عه

 

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharuf-kan 

berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk 

mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika 

masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai 

hibah menurut adat dengan lafadz atau tamlik (menjadikan milik).”19  

 

Maksud dari uraian hibah secara terminologi diatas ialah hibah itu suatu 

pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika 

masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa 

dikatakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan 

                                                             
18Rahmat Syafi’i ,Fiqih Muamalah ,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242 
19 Ibid 



 
 

yang ini lebih utama dan singkat20.Hibah menurut syariat  berarti  kepemilikan  

terhadap  sesuatu  dalam  kehidupan  ini  tanpa ada  ganti  rugi. Lafazh hibah 

mengandung beberapa jenis, di antaranya yaitu hibah yang tidak terbatas, 

membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah, hibah imbalan, yang diantara 

hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah mempunyai faidah dan hukum, seperti 

untuk memupuk rasa saling tolong-menolong, kasih dan sayang.  

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g 

mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah pemberian suatu benda 

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang 

masih hidup untuk dimiliki. 

Menurut mazhab Syafi’i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah 

yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih 

hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah 

atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian, 

menurut mazhab Syafi’i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu 

pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya telah diuraikan diatas. 

Yang kedua pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah 

dan sedekah. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami adanya tiga unsur yang 

terdapat dalam pengertian hibah, yaitu : 

1. Adanya pemindahan kepemilikan barang/benda. 
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2. Pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak 

masih hidup. 

3. Tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.21 

Semua  definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, 

yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar 

sukarela tanpa imbalan. Maksud dari   penyerahan  dalam  defenisi  tersebut  

adalah  usaha  penyerahan/pengalihan  sesuatu kepada orang lain. Usaha 

pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu 

sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi 

dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu 

disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain 

untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut 

Ijarah (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat 

pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal 

tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu 

imbalan maka hal tersebut disebut penjualan. 

 

2. Syarat Hibah dan Rukun Hibah 

Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Pemberi hibah memiliki barang yang akan dihibahkan. 

b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya 

c. Pemberi hibah adalah baligh 

d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan. 
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e. Ada ijab dan kabul.22 

Syarat orang yang diberi (mawhûb-lah) yaitu para fuqaha sepakat 

bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (aqil-baligh) serta 

mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak 

menerima23. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima 

hibah  disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad 

hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang 

masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. 

Pada persoalan ini,  jika  pihak  penerima  hibah  belum  cukup  umur  atau  

belum  cakap  bertindak  ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili 

oleh walinya. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti 

lembaga pendidikan. 

Syarat mawhûb (benda/harta yang diberikan) adalah sebagai berikut : 

1. Benda yang dihibahkan tersebut harus benar-benar wujud (ada). 

2. Benda tersebut bernilai. 

3. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang 

dihibahkan adalah sesuatu yang dimili, diterima peredarannya, dan 

pemilikannya dapat berpindah tangan. 

4. Tidak berhubungan dengan milik pemberi hibah secara tetap, seperti 

menghibahkan tanaman, phon, atau bangunan tanpa tanahnya. 
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5. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab 

kepemilikan tidak sah kecuali apabiladitentukan seperti halnya jaminan24. 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab 

keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Mabsûth, 

mereka menambahkan dengan qabdhu (pemegangan/penerimaan), karena 

dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari peneima hibah bukanlah rukun. 

Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini 

dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti “sekedar 

pemberian”. Selain itu,kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni 

pemindahan hak milik.  Rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu25: 

a. Orang yang memberi (wâhib) 

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh 

dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan 

berkuasa penuh ke atas hartanya. 

b. Orang yang diberi (mawhûb-lah) 

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki 

harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah 

adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka 

hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah. 

c. Harta atau barang yang dihibahkan ( al-mawhub) 
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Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai 

di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan 

kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan. 

d. Lafaz Ijab kabul(sighah) 

Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa 

makna pemberian dan penerimaan hibah. 

 

3. Dasar Hukum Hibah 

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan 

Alquran, Sunah, dan Ijma’. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah 

SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada 

sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar 

umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. 

Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari 

ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman 

Allah : 

ِّسَاءَْْٓوَءَاتوُا ْ ِّنۡهُْنَفۡسٗاْفكَُُوُهُْْٱلن  ءْٖم  ْلكَُمْۡعَنْشََۡ بَۡۡ فإَِّنْطِّ ْٗۚ ۡلةَٗ ْنِِّ َٰتِّهِّنَّ صَدُقَ
يِّٓ ْهَنِّيْٓ ٤ْْاْاْمَّ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya (Q.S :An-Nisa 4) 

 

 

 



 
 

Berdasarkan Hadist dari Abu Hurairah dan Abdullah Bin Umar dan ‘Aisyah 

bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : 

 

 تَهَادُوْا تَحَابُوْا
Artinya: “Saling memberi hadiahlah kamu semua, maka kamu akan saling 

mencintai”26 

 

Dari ayat dan Hadis di atas dapat dipahami adanya anjuran untuk saling 

memberi hadiah kepada sesama manusia, agar dapat saling 

mencintai/menghargai satu sama lain . 

Bagi orangtua jangan membedakan antara anak-anaknya dalam 

pemberian hibah. Untuk laki-laki hendak menikah maka berikanlah mas 

kawin/mahar kepada wanita yang akan kamu nikahi dengan penuh keikhlasan, 

dan apabila wanita memberikan maharnya dengan ikhlas untuk di pergunakan 

maka gunakanlah mahar tersebut dengan sebaik-baiknya.  

4. Hikmah Hibah 

Dalam Islam Hibah mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di 

antaranya adalah27: 

a. Melunakkan hati sesame manusia. 

b. Menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan dan ahli 

masyarakat. 

c. Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota masyarakat. 

d. Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang, mesra dan tolak ansur sesama 

ahli setempat. 

e. Meningkatkan citarasa kecaknaan dan saling membantu dalam kehidupan. 
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27 Idris  Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h. 121 



 
 

f. Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia 

g. Meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerjasama 

 

5. Cara Pemberian Hibah 

Pemberian barang hibah dianggap sah dengan terjadinya akad ijab 

kabul dan yang menunjukkan adanya hibah. “ hibah juga dapat terwujud 

dengan pemberian meski tanpa melafazhkannya. Dengan syarat pemberian 

tersebut menunjukkan makna hibah. Contohnya, seseorang mengadakan acara 

syukuran, lalu temannya mengirim seekor sapi dan tidak mengatakan apa-apa. 

Lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelihnya, kemudian 

menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka hibah tersebut sah. Sebab, 

pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim 

kambing tersebut adalah temannya, dan ia bermaksud membantunya, dan ia 

memberikannya tanpa mengatakan: “Ini adalah hibah”. Sebab ia khawatir jika 

mengatakan hibah, maka hal tersebut akan mengarahkepada menyebut-nyebut 

sebuah pemberian28. 

Sedangkan  mengenai  serah  terima  hibah  yaitu  hibah  dianggap  

berlaku  dengan adanya serah terima atas seizin orang yang memberi hibah, 

kecuali untuk barang yang berada  di  tangan  orang  yang  diberi  hibah.  Dan  

ahli  waris  orang  yang  menghibahkan hartanya menempati posisinya. Jika 

hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada  khiyârul  majlîs  

(hak  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  akad).  Namun  terdapat khiyaar 

secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi 

hibah. Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Orang yang 
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menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut 

mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas 

dasar hibah),  namun  kemudian  dia  tidak  menyukainya,  maka  hal  ini  

tidak  merugikan  sama- sekali.  

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 691 juga 

disebutkan :“Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah 

untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah.” 

Sedangkan dalam pasal 689 juga menyebutkan bahwa : 

“Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi 

jual beli.29” 

6. Penarikan Kembali Hibah 

Jumhur ulama mengharamkan untuk menarik kembali hibah, 

meskipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri. Kecuali jika seorang 

bapak berhibah kepada anaknya, maka dia boleh untuk mengambilnya 

kembali. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW. 

bersabda : 

لٍ أنَْ يهعْطِيَ عَطِيَّةً أوَْ ياَبََ هِبةًَ فيَرَْ جِعَ فيِْااَ الََِّ الْوَالدَِ فيِْمَا  لََ يحَِلُّ لرَِجه

طِيَّةَ ثهمَّ يرَْجِعه فيِْااَ كَمَثلَِ الْكَلْبِ يأَكْهله يهعْطِي وَلدََهه، وَمَثلَه الَّذِي يهعْطِي الْعَ 

 فإَذَِا شَبعَِ ااَءَ ثهمَّ عَادَ فيِ ايَْئهِِ.
 

 

Artinya : “Tidaklah halal bagi seorang laki-laki memberikan suatu pemberian 

atau menghibahkan suatu hibah lalu mengambilnya kembali, kecuali bapak 

dalam apa yang di berikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang 

memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali adalah ibarat 
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anjing yang makan, lalu ketika telah kenyang, ia muntah dan makan kembali 

muntahannya”.30. 

 

Ibnu Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis yang senada, sebagai berikut : 

وْده فيِ هِبتَهِِ كَالْكَلْبِ يرَْجِعه فيِ ايَْئهِِ. وْءِ، الَّذِي يعَه  ليَْسَ لهَاَ مَثلَه السَّ

Artinya: “Tidak ada dalam diri kita sifat yang buruk. Orang yang mengambil 

kembali hibahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya”31 

 

Dari ke dua hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah 

memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya 

kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya.  

Imam Nawawi berkata bahwa yang benar adalah boleh secara mutlak, 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengembalikan dalil untuk mereka 

dari riwayat Tahwus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. 

bersabda: 

“Tidak halal bagi orang yang memberikan pemberian atau menghibahkan 

sesuatu dan memintanya kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya” 

(HR. Abu Dawud, Tirmizi, an-Nasa’i, dan Ibnu Majaah).32 

Meskipun demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa 

ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh 

hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak 

durhaka atau dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak 

boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat, 
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32 Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 3, (Jakarta : Gema Insani 
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demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan alasan agar dia bisa 

mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh. 

B. Penarikan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbitnya berdasarkan peraturan 

MA RI No. 2/2008 berdasarkan kajian dan diskusi  yang cukup lama dan 

bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara 

formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nas  dan Hujjah 

Shari’yyah   Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia bekerja sama dengan Fakuktas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006 di Jakarta33. 

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI 

No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal 

dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan 

harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV 

tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materil 

dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan 

acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, 

serta dapat diaplikasikan secara nasional34. 

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

dirangkum dari berbagai bahan referensi, baik dari beberapa kitab fikih 

terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan 
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34PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213 



 
 

hasil studi banding pada berbagainegara  yang  menerapkan  ekonomi  syariah.  

Secara  sistematik  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi 

dalam 4 buku, yaitu: 

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19) 

2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667) 

3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727) 

4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790)35 

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai 

pasal 685 sampai pasal 72736. 

Khusus mengenai penarikan hibah diatur pada Bagian Ketiga tentang 

Manarik Hibah pasal 709-720 sebagai berikut: 

1. Pasal 709 

Peralihan kepemilikan mauhubbih kepada mauhublah terjadi sejak 

diterimanya mauhubbih. 

2. Pasal 710 

Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum 

harta hibah itu diserahkan 

3. Pasal 711 

Apabila Wahubmalarang penerima hibahuntk mengambil hibahnya 

setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu. 

4. Pasal 712 
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Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan 

dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. 

5. Pasal 713 

Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada 

persetujuan dari mauhublah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka 

wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang 

itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia 

harus mengganti kerugian. 

6. Pasal 714 

(1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada 

saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak 

saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak 

menarik kembali hibahnya. 

(2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka 

iaberhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih 

hidup. 

(3) Hibah orang tua kepada anaknyadiperhitungkan sebagai warisan 

apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya. 

7. Pasal 715 

Apabila suami atau istri, tatkala masih dalamikatan pernikahannya, saling 

memberi hibah padayang lain, mereka tidak berhak menarik kembali 

hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta. 

 



 
 

8. Pasal 716 

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh 

penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya. 

9. Pasal 717 

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada 

harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali.Tetapi suatu 

penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak 

menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali. 

10. Pasal 718 

Apabila orang yang menerima hibahmemanfaatkankepemilikannya 

dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan 

memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak 

untuk menarik kembali hibahnya. 

11. Pasal 719 

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang 

menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali. 

12. Pasal 720 

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah 

itu tak dapat ditarik kembali. 

C. Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Hukum perdata 

merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur  

kepentingan-kepentingan  perseorangan  dan  sebagian  dari  kepentingan 



 
 

masyarakat37. Hukum  perdata  dibagi  dalam  hukum  perdata  materiil  dan  

hukum  perdata formil38.Sumber  pokok  hukum  perdata  (Burgerlijkrecht)  

ialah  Kitab  Undang-Undang Hukum Sipil (Burgerlijk Wetboek), disingkat 

KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu 

Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, 

berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang 

resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam 

penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang 

hukum Romawi (Corpus Juris Civilis), yang pada zaman dahulu dianggap 

sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur  hukum  kanoniek  

(hukum  agama  Katholik)  dan  hukum  kebiasaan  setempat 

mempengaruhinya39. 

KUHPerdata terdiri atas empat buku, yaitu40: 

1. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan 

Hukum Kekeluargaan. 

2. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya 

dengan masalah muamalah dan fikih mawaris. 

3. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta 

Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku 
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bagi orang-orang atau pihak- pihak tertentu (berkaitan dengan masalah 

muamalah). 

4. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat 

perihal alat- alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap 

hubungan-hubungan hukum. 

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat 

dalam KUHS) dapat dibagi sebagai berikut, yaitu41: 

1. Hukum Perorangan (Personenrecht) yang memuat antara lain: 

2. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum 

3. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk 

bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. 

a. Hukum Keluarga (Familierecht) yang memuat antara lain: 

1) Perkawinan  beserta  hubungan  dalam  hukum  harta  kekayaan  

antara suami/istri. 

2) Hubungan  antara  orang  tua  dan  anak-anaknya  (kekuasaan  

orang  tua-ouderlijkemacht) 

3) Perwalian (voogdij) 

4) Pengampunan (curatele) 

b. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentang 

hubungan-hubungan  hukum  yang  dapat  dinilaikan  dengan  uang.  

Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). Hak mutlak, yaitu hak-hak yang 
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berlaku terhadap tiap orang; (b) hak perorangan, yaitu hak-hak yang 

hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja. 

c. Hukum  Waris  (Erfrecht),  yang  mengatur  tentang  benda  atau  

kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat 

dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang). 

Pembagian KUHPerdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang 

pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan 

sampai lahir, sedangkan pembagian  yang  kedua  berhubungan  dengan  

perkembangan  masyarakat  yang  terus berubah. 

Penarikan Hibah dalam KUHPerdata terdapat dalam BAGIAN KE 

EMPAT Tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah yang terdiri atas: 

1. Pasal 1688 

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, 

melainkan dalam hal-hal yang berikut: 

a. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah 

dilakukan. 

b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah 

atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; 

c. jika is menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, 

setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. 

 

 



 
 

2. Pasal 1689 

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada sipenghibah 

atau is dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotik 

yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta 

hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah 

yang didapatnya sejak saat kelalaiannya.Dalam hal yang demikian, si 

penghibah dapat, terhadap seorang pihak ke tiga yang memegang benda 

tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama 

sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri. 

3. Pasal 1690.  

Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam pasal 1688, tidaklah 

dapat diganggu gugat pemindah tangan barang yang dihibahkan atau 

hipotik-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah 

diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan 

untuk pembatalan hibah telah didaftarkan di samping pengumuman 

tersebut dalam pasal 616.Semua pemindah tangan, hipotik atau lain-lain 

beban kebendaan yang dibuat terkemudian dari pada pendaftaran oleh si 

penerima hibah sebagaimana pendaftaran oleh si penerima hibah 

sebagaimana disebutkan di atas, adalah batal, apabila tuntutan sebagai 

akibat penarikan kembali itu dikabulkan. 

4. Pasal 1691 

Si penerima hibah diwajibkan, dalam hal yang tersebut dalam pasal yang 

lalu, mengembalikan barang yang dihibahkan, dengan hasil-hasil dan -

pendapat-pendapatnya, terhitung mulai hari dimajukannya gugatan, atau 



 
 

jika benda telah dijualnya, mengembalikanharganya pada dimasukkanya 

gugatan, pula disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat 

itu.Selain daripada itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada 

sipenghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah 

diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum 

gugatan dimasukan. 

5. Pasal 1692 

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu, gugur dengan Icwatnya 

waktu satu tahun.:erhitung mulai hiri terjadinya peristiwa yang menJadi 

alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya haloleh sipenghibah.Tuntutan 

hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli 

waris penerima hibah, maupun oleh para ahli waris penghibah terhadap si 

penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan its telah 

dimajukan oleh si penghibah, atau pun jika orang ini telah meninggal di 

dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. 

6. Pasal 1693 

Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak mengurangi berlakunya apa yang 

telah ditetapkan dalam bab ke tujuh dan Buku ke satu Kitab Undang-

undang42 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi  

Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

1. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali 

harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan dan ada juga yang tidak 

diperbolehkan, seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali 

hibah yaitu apabila wahib menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan 

dari mauhublah atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, 

karena wahib dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang 

itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus 

mengganti kerugian.44 Tertuang dalam KHES pasal 714 yaitu apabila seseorang 

memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau 

perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, 

maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan.45 Pasal 

718 dalam KHES yaitu apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan 

kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah 
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itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak 

untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah 

meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.46 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali 

harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, tertuang 

dalam KHES pasal  710 yaitu wahib dapat menarik kembali hibahnya atas 

keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan.47 Dan tertuang dalam pasal 

714 ayat (2) KHES yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, 

maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. 

Kemudian dalam KHES pasal 712 tentang menarik kembali hibah yaitu 

penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan 

dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.48  

Dasar dari hukum hibah adalah tetapnya barang yang dihibakan bagi 

mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim, dengan 

demikian dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda 

Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:  

 الَْوَاهِبه احََقُّ باِِبتَهِِ مَا لمَْ يهثبَِّتْ مِهْااَ }اخرجه ابن ما جه والدار اطهى{

Artinya: pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak 

 49ada pengganti (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni). 
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Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah 

dihibahkan akan tetapi dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina 

si pemberi hibah, selain itu yang diberi hibah harus ridho. Hal itu diibaratkan 

cacat dalam jual-beli setelah barang dipegang pembeli.50  

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika 

sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada 

anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti 

nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang. 51 

Hadits tentang penarikan hibah :  

لٍ انَْ يهعْطِيَ عَطِيَّةٌ اوَْياَبَه هِبةٌَ فيَرَْجِعه فيِْااَ الََِ الَْوَ الدَِ فيِْمَا  لَيَحَِلُّ لرَِجه

يهعْطِيَ وَلدََ ههوَ مَثلََ الَّذِيْ يهعْطِيَ الْعِطِيَّةَ ثهمَّ يرَْجِعه فيِْااَ كَمَثلَِ الْكَلْبِ ياَكهله 

عَ ااَءَ ثهمَّ عَادَ فيِْ ايَْههِِ )رواه ابو داود والهسائ وابن ماجه وترمذى فاَذَِا شَبِ 

 (واا  حسن صحيح

Artinya: Artinya : “Tidak ḥalal bagi seseorang lelaki untuk memberikan 

pemberian atau menghibahkan suatu Hibah, kemudian mengambil kembali 

pemberiannya, kecuali bila Hibah itu Hibah dari orang tua kepada 

anaknya.  Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian 

kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali  pemberiannya), maka dia itu 

bagaikan anjing yang makan, lalu  setelah anjing itu kenyang ia muntah, 

kemudian ia memakan muntahnya kembali”. (H.R. Abu Dawud, An - Nasa’i, Ibnu 

Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa hadith ini ḥasan  ṣaḥiḥ)52 
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Berdasar hadith tersebut di atas tertulis dengan jelas bahwa tidak halal bagi 

seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Bahkan dalam 

hadith tersebut juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai hal ini, yakni 

bagaikan seekor anjing yang makan hingga kenyang, kemudian ia muntah lalu 

memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Perumpamaan tersebut di atas 

memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut 

terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya 

perilaku seseorang yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan. 

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dari dasar hukum yang 

menjelaskan tentang diperbolehkannya menarik kembali harta yang dihibahkan 

dilihat dari maslahat dan kemanfaatannya harta yang dihibahkan karena ketika 

menarik kembali harta hibah tanpa si penerima menyetujui dan meridhoi maka 

harta yang dihibahkan tidak menggunakan syariat yang sudah ditentukan seperti 

adanya serah terima atau ijab dan Kabul dalam hibah. Bahwa menarik kembali 

barang yang telah dihibahkan adalah tidak boleh, kecuali pemberian orang tua 

terhadap anaknya. Ketidak bolehan tersebut bersifat mutlak, baik itu sengaja 

memberi sesuatu dengan niat untuk memintanya kembali atau dikarenakan suatu 

hal. 

Adapun serah terima di sini hanyalah perpindahan kepemilikan dari tangan 

pemberi hibah kepada penerima. Atau pemilik membiarkan kepada penerima 

untuk menguasainya hingga tidak ada lagi halangan antara penerima dengan harta 

yang dihibahkan. Jika demikian yang terjadi, maka telah dinamakan sebagai 

serah-terima, adapun serah terima dalam masalah hibah sama seperti serah-terima 



 
 

dalam perkara jual beli. Apa-apa yang dinamakan sebagai serah terima dalam jual 

beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah.  

Bagaimana seseorang yang menyerahkan hartanya untuk membantu orang 

lain yang membutuhkan dengan akad yang ikhlas tanpa mengharap bantuan 

apapun namun kemudian menarik kembali apa yang telah ia berikan. Atas dasar 

hikmah yang terkandung itulah kemudian  penulis condong kepada pendapat yang 

melarang penarikan kembali  barang hibah. 

 

2. Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Kitab Undang-Undnag Hukum 

Perdata (KUHPerdata)  

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai penarikan 

kembali harta yang sudah dihibahkan boleh ditarik kembali apabila terjadi hal-hal 

sebagai berikut: apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau 

membantu melakukan kejahatan yang membahayakan nyawa si penghibah, 

apabila penerima hibah tidak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah 

setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.  

Dijelaskan dalam KUHPerdata pasal 1688 masalah penarikan hibah yang 

berbunyi: suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, 

melainkan dalam hal-hal yaitu: karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana 

penghibahan telah dilakukan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan 

atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si 

penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, jika menolak 



 
 

memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dan 

dalam kemiskinan.53 

Pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia 

boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang 

mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang 

telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat 

penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya 

terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan 

sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri. 

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang 

telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah 

dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh 

penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah 

diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam 

pengumuman tersebut. Semua pemindah tanganan, penghipotekan atau 

pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran 

tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan. 

Penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama 

dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada 

Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah 

dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak 

saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek 
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dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang 

dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan. 

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa hibah dalam KUHPerdata 

adalah suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, 

melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh 

penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut 

melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, 

jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi 

nafkah kepadanya. 

 

B. Perbedaan dan Kesamaan Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata)  

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai hibah, misalnya 

hukum perdata dan hukum Islam yang masing-masing memiliki sumber hukum 

yang berbeda, sehingga akan timbul perbedaan dalam penerapannya. Berbedanya 

sumber hukum yang digunakan dalam hukum perdata dan hukum Islam mengenai 

pengaturan tentang hibah dan timbulnya perbedaan dan persamaan dalam 

pelaksanaannya, maka menciptakan suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan 

utama yang terjadi yaitu perbedaan dan persamaan dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hibah, serta akibat hukum hibah yang ditarik kembali.  

Hukum penarikan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kedua sumber 

hukum ini sama-sama menjabarkan mengenai permasalahan penarikan hibah, 



 
 

namun juga terdapat beberapa perbedaan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah hukum penarikan hibah terdapat pada pasal 709 sampai dengan 723 

sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hukum penarikan hibah 

terdapat pada pasal 1688 sampai dengan pasal 1693.  

1. Persamaan Hukum Penarikan Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Persamaan hukum penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:  

Pertama, kedua hukum penarikan hibah tidak terlepas dari pengaruh 

hukum Islam. Hal ini tergambar dimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

secara jelas bersumber dari hukum Islam dimana dasar-dasar hukumnya dan 

istilah yang digunakan berasal dari hukum Islam dan mengacu pada hukum 

syariah, sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak 

terlepas dari pengaruh hukum Islam. Meskipun atas pengaruh hukum Islam, tetapi 

berbeda nilai ideology dengan hukum Islam, kerena dalam KUH Perdata hibah 

digolongkan perjanjian Cuma-Cuma yang tidak mengandung unsur kasih sayang 

dan tolong menolong, sedangkan dalam hal Islam perbuatan hukumnya dilihat 

dari Ahkamul Khomsah pada asalnya sunnah, hibah dalam KUH Perdata 

merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk 

memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya.54  

Kedua, hibah yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) dan KUH Perdata sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang 
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dihibahkan harus ada pada akad penyerahannya, jika barang itu diperjanjikan 

dikemudian hari maka hibahnya dianggap batal, hal ini tergambar pada pasal 668 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan dalam penyerahan 

hiba harus terdapat mauhub atau barang yang dihibahkan dan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pada pasal 1667 yang 

menyebutkan hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika 

benda itu meliputi benda-benda yang baru aka nada dikemudian hari, maka 

sekedar megenai itu hibahnya adalah batal.55  

Ketiga, persamaan selanjutnya terletak dari pengertian dasar dari hibah 

dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di definisikan sebagai 

penyerahan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.56 dan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan suatu perjanjian dengan 

mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat 

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah 

yang menerima penyerahan itu.  

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa persamaan hibah dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Sayariah dan KUH Perdata yaitu : hibah didalam 

Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata sama-sama mencari 

kemaslahatan, mengakuai si pemberi hibah harus dalam keadaan masih hidup, 

memerintahkan kepada sipemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan 

kepada anak-anaknya, menentukan agar si ahli waris tidak dirugikan, karena di 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata lebih mengutamakan 
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si ahli waris dibandingkan dengan orang lain dalam hal penghibahannya, dan 

mengharuskan barang-barang yang dihibahkan harus jelas dan nada pada saat 

akad penyerahannya.  

 

2. Perbedaan Hukum Penarikan Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Hibah merupakan bentuk dari pemindahan hak dalam kehidupan antar 

manusia maupun bangsa. Suatu kenyataan di Indonesia terdapat beberapa 

peraturan mengenai hibah misalnya hukum perdata dan hukum Islam yang 

masing-masing memiliki sumber hukum yang berbeda, sehingga akan timbul 

perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan hukum penerapan hibah dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang mendasarkan adalah boleh dan tidaknya hibah ditarik kembali, pada asasnya 

suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, seseorang menyanggupi memenuhi 

prestasi disebabkan dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain. Meskipun 

hibah termasuk hukum perjanjian Cuma-Cuma, karena hanya ada prestasi dari 

satu pihak saja (penghibah), sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk 

memberikan kontra prestasi kepada penghibah. Dikatakan diwaktu hidupnya 

untuk membedakan hibah dengan tetamen atau hibah antara suami istri dalam 

Islam diperbolehkan. Hibah dalam KUH Perdata tidak boleh ditarik kembali, 

sedang dalam Islam dapat ditarik kembali, khusus hibah orangtua kepada anak 

kandungnya.  

Perbedaan yang mendasar dalam hukum penarikan hibah dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:  



 
 

Pertama, persoalan penarikan kembali hibah dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata tidak diperbolehkan kecuali tiga hal yakni: hibah tidak dapat 

ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika 

syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang 

diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha 

pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh 

miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.57 

Kedua, penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

diperbolehkan kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, 

saudara bibi dan paman.58  

Ketiga, persoalan batas jumlah harta maksimal yang di hibahkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada batasan jumlah harta yang 

dihibahkan.  

Keempat, batas jumlah harta maksimal yang dihibahkan dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah maksimal sepertiga dari harta peninggalan.  

Perbedaan juga terletak pada kententuan-ketentuan hibah yang ada di 

dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam pasal-

pasal hibah mulai dari pasal 1682 tentang cara menghibahkan sesuatu sampai 

pasal 1693 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah. Sedangkan dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal-pasal hibah yaitu mulai 

pasal 709 tentang penarikan kembali hibah sampai pasal 727 tentang hibah 

seseorang yang sedangkan sakit keras.  
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Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa perbedaan hibah dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Sayariah dan KUH Perdata yaitu : persoalan 

penarikan kembali hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak 

diperbolehkan kecuali tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun 

dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu 

tidak dipenuhi oleh penerima hibah, tiada suatu penghibahan pun kecuali 

termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut 

(naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian 

maka penghibahan itu tidak sah dan tiada suatu penghibahan pun mengikat 

penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan 

kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi 

kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika 

penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat 

dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus 

disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; 

dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak 

penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi. Selain itu jika orang yang 

diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha 

pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh 

miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. 

Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa 

penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang 

dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan. 



 
 

C. Pembahasan  

Mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diperbolehkan menarik kembali hibahnya, 

tertuang dalam KHES pasal  710 yaitu wahib dapat menarik kembali hibahnya 

atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. Dan tertuang dalam 

pasal 714 ayat (2) KHES yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-

anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut 

masih hidup. Kemudian dalam KHES pasal 712 tentang menarik kembali hibah 

yaitu penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan 

dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya.  

Mengenai penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tidak diperbolehkan, seperti tertuang 

dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah yaitu apabila wahib 

menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari mauhublah atau 

keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena wahib 

dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau 

hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia harus mengganti kerugian. 

Tertuang dalam KHES pasal 714 yaitu apabila seseorang memberi hibah kepada 

orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada 

anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik 

kembali hibahnya atau tidak diperbolehkan. Pasal 718 dalam KHES yaitu apabila 

orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual 

hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada 



 
 

orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali 

hibahnya dan dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka 

hibah itu tidak dapat ditarik kembali.  

Dari dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya menarik 

kembali harta yang dihibahkan dilihat dari maslahat dan kemanfaatannya harta 

yang dihibahkan karena ketika menarik kembali harta hibah tanpa si penerima 

menyetujui dan meridhoi maka harta yang dihibahkan tidak menggunakan syariat 

yang sudah ditentukan seperti adanya serah terima atau ijab dan Kabul dalam 

hibah. Bahwa menarik kembali barang yang telah dihibahkan adalah tidak boleh, 

kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya. Ketidak bolehan tersebut bersifat 

mutlak, baik itu sengaja memberi sesuatu dengan niat untuk memintanya kembali 

atau dikarenakan suatu hal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penarikan kembali 

harta yang sudah dihibahkan diperbolehkan menarik kembali hibahnya, ada 

pengecualian yaitu : apabila wahib menarik kembali hibahnya tanpa adanya 

persetujuan dari mauhublah atau keputusan pengadilan maka hal tersebut tidak 

diperbolehkan, karena wahib dianggap sebagai perampas barang orang lain, dan 

apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasannya, maka ia 

harus mengganti kerugian, dan apabila seseorang memberi hibah kepada orang 

tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak 

saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali 

hibahnya atau tidak diperbolehkan, serta apabila orang yang menerima hibah 

memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat 

hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah 

tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya dan dalam hal penghibah 

atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali.  

Menurut KUHPerdata penarikan kembali hibah tidak diperbolehkan, 

kecuali telah memenuhi tiga hal yakni: hibah tidak dapat ditarik kembali maupun 

dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal jika syarat-syarat penghibahan itu 

tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan 

melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan 



 
 

lain atas diri penghibah, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah 

menolak untuk memberi nafkah kepadanya. 

 

B. Saran  

Penarikan hibah antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata supaya kepada masyarakat yang belum 

mengetahui tata cara pemberian hibah maupun menarik kembali harta hibah, agar 

lebih maksimal lagi seharusnya dikalangan masyarakat membentuk sebuah forum 

untuk membahas tentang hibah maupun hal-hal yang berkaitan dengan muamalah 

agar masyarakat mengetahui cara bermuamalah dengan cara yang baik dan 

dianjurkan dalam Islam.  

Bagi kalangan mudah khususnya mahasiswa agar selalu kritis dalam hal 

apapun untuk menggali sekaligus memecahkan masalah-masalah yang ada 

didalam perkuliahan agar dapat menambah wawasan yang lebih luas dan 

membuat forum diskusi antar mahasiswa dan dosen supaya bisa lebih memahami 

dan lebih jelas apa yang ingin kita ketahui tentang pemberian hibah dan penarikan 

kembali harta hibah.  
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